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PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas
Peraturan Perundang-undangan di bidang Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu dibuat
Peraturan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
yang dilaksanakan dengan cara, metode yang pasti
baku dan standar sehingga dapat mengikat Para
Pembina yang berwenang membentuk Peraturan
Perundang-undangan;

b. bahwa untuk menyusun Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
mengatur sistem pengendalian koordinasi, naskah
akademis atau kajian atas Rancangan Peraturan
Perundang-undangan untuk mendapat persetujuan
instansi terkait untuk selanjutnya disahkan oleh
Pejabat yang berwenangdalam bentuk Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
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c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan di Bidang Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5462);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);

13.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;

15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara;

16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-



2014, No.1430 4

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

17.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/XI/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;

18.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XI/2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan
Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan.

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang
ditetapkan oleh Presiden untukmenjalankan Undang-Undang
sebagaimana mestinya.

5. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan
Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan.

6. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

7. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu
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yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

8. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah,
Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

9. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang
dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis,
fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di
bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan agar Aparat
pembina Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a. memiliki pedoman dalam menyusun peraturan perundang-
undangan; dan

b. mampu mewujudkan peraturan perundang-undangan di bidang
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pedoman Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah
agar:

a. peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah yang diterbitkan dapat memberikan
kepastian hukum;

b. meningkatkan keterampilan aparat pembina Koperasi dan UMKM di
bidang penyusunan peraturan perundang-undangan


